
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (3), 
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), 

dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, telah 

ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan; 

b. bahwa dalam upaya percepatan realisasi pembayaran
retribusi Izin Mendirikan Bangunan /Persetujuan

Bangunan Gedung, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditinjau kembali;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa  Barat  

dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157];

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009

tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor

6);
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12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
8);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
3);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 12 Tahun tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019
Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2023 Nomor 71);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2023 Nomor 90);
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16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2023 Nomor 34) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor

79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2023 Nomor 79.

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 
SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2023 Nomor 71) diubah sebagai berikut: 

1. ketentuan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a)

dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran setelah
SRKD diterima.

(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi IMB/PBG

adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD
diterbitkan.

(2a) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibayarkan dimuka sebelum pelayanan 
diberikan. 

(2b) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran 
retribusi dimuka sebelum pelayanan diberikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) setelah 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 
peraturan tentang bangunan yang masih berlaku. 

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melakukan pembayaran pada loket DPMPTSP.



6 

(4) Bukti pembayaran retribusi yang diterima wajib
retribusi berupa TBP.

(5) TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi

dari bank yang ditunjuk melalui DPMPTSP.

(6) Hasil pungutan retribusi disetor ke Rekening Kas

Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

2. Diantara ketentuan BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) 

bab yakni BAB VA serta diantara Pasal 12 dan Pasal 13 
disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut :

BAB VA 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12A 

(1) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran 

angsuran retribusi sebelum berlakunya Peraturan 
Walikota ini, namun belum diterbitkan ketetapan 
tentang pemberian angsuran, Kepala Dinas 

menerbitkan ketetapan tentang pemberian angsuran 
terhitung sejak diterbitkannya tanda bukti 

pembayaran oleh bendahara penerima pada Dinas.

(2) Ketetapan tentang pemberian angsuran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap ketetapan tentang 

pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(3) Dalam hal wajib retribusi telah melakukan 

pembayaran angsuran, namun tidak sesuai dengan 
ketetapan tentang pemberian angsuran oleh Kepala 

Dinas, diberikan jangka waktu untuk melakukan 
klarifikasi pembayaran angsuran retribusi yang 
akan dibayarkan paling lambat 29 Desember 2023.

(4) Wajib Retribusi yang tidak melakukan klarifikasi 

pembayaran angsuran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat 

langsung menetapkan ketetapan baru tentang 
pemberian angsuran.
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA, 

 ERI CAHYADI 

ttd

Diundangkan di .........



Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 03 November 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 

Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 117 
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Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 
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